PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad
Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada

Mahkamah Agung;
Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan
Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah
Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/
serikat buruh dan organisasi pengusaha.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh dalam satu perusahaan.

Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang
ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani
masalah ketenagakerjaan.

Serikat pekerja/serikat buruh  adalah organisasi yang
dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di
perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus
yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang
berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan
terhadap perselisihan hubungan industrial.

Majelis Kehormatan Hakim adalah Majelis yang memeriksa
dan menerima pengajuan pembelaan diri Hakim Ad Hoc pada
Pengadilan Negeri serta memberikan pertimbangan,
pendapat dan saran atas pembelaan diri tersebut.
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Majelis Kehormatan Mahkamah Agung adalah Majelis yang
memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan diri Hakim
Ad Hoc pada Mahkamah Agung serta memberikan
pertimbangan, pendapat dan saran atas pembelaan diri
tersebut .

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.

BAB I
PENGANGKATAN HAKIM AD-HOC

Pasal 2

Hakim Ad Hoc diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul

Ketua Mahkamah Agung.

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 3
Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan calon
Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha diusulkan oleh organisasi
pengusaha kepada Menteri.
Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan
Industrial diajukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan
organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi
pengusaha setempat kepada Menteri.
Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung
diajukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi
pengusaha tingkat nasional kepada Menteri.
Menteri melakukan seleksi administratif serta menetapkan
daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc untuk diusulkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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(5)

(6)

Penetapan daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc dilakukan
berdasarkan tes tertulis.

Ketentuan mengenai seleksi administratif, tata cara
pelaksanaan tes tertulis dan penetapan daftar nominasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4
Daftar penetapan nominasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), disampaikan oleh Menteri kepada Ketua
Mahkamah Agung.
Ketua Mahkamah Agung setelah menerima daftar penetapan
nominasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan
seleksi kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan calon Hakim Ad Hoc sesuai kebutuhan.
Calon Hakim Ad-Hoc yang telah dinyatakan lulus pendidikan
dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden
untuk diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc sesuai dengan formasi
yang tersedia.

Pasal 5

Ketua Mahkamah Agung menetapkan penempatan Hakim Ad
Hoc dalam daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial di
tempat Hakim Ad Hoc yang bersangkutan diusulkan oleh
organisasinya.

Dalam hal penempatan Hakim Ad-Hoc sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka
Ketua Mahkamah Agung dapat menempatkan Hakim Ad-Hoc
dari daerah lain.
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(1)

BAB Il

PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC

Bagian Kesatu

Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 6

Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-

Hoc pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat

dari jabatannya karena:

a.
b.
C.

g.

meninggal dunia;

permintaan sendiri;

sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua
belas) bulan;

telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim
Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan telah
berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-
Hoc pada Mahkamah Agung;

tidak cakap dalam menjalankan tugas;

atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi
pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan; atau

telah selesai masa tugasnya.

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diusulkan kepada Presiden oleh Ketua

Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 7

Hakim Ad-Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatannya dengan alasan :

a.

dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan;
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